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INSTRUMEN PENELITIAN
PEDOMAN WAWANCARA

a. Standar Akuntansi Pemerintahan:

1. Apakah penerapan Standar Akuntansi Pemerintah di BKD sudah berjalan
dengan baik ?

2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam penerapan SAP di pemerintahan ?

3. Kebijakan apa yang dilakukan agar penerapan SAP sesuai dengan

semestinya ?
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4. Apakah pelaksanaan SAP dan prosedurnya dapat dimengerti oleh pegawai
2
5. Apakah sarana yang digunakan dalam melaksanakan SAP dan

pertanggungjawaban laporan keuangan sudah memadai?

b. Transparansi
1. Informatif
a) Apakah BKD menyediakan informasi keuangan lengkap untuk
masyarakat yang membutuhkan informasi tersebut?
b) Apakah BKD menggunakan website untuk melakukan transparasi
kepada masyarakat?
c) Apakah laporan bisa didapatkan setiap waktu

d) Apa faktor-faktor yang menghambat proses transparansi dilakukan ?

2. Pengungkapan
a) Apakah alokasi-alokasi terhadap anggaran mudah didapatkan oleh
publik ?
b) Bagaimana BKD dalam melaksanakan pengelolaan laporan keuangan?

¢) Bagaimana kondisi keuangan badan keuangan daerah ?

3. Keterbukaan
a) Apakah masyarakat ikut berperan aktif dalam penyusunan anggaran
dalam pelayanan masyarakat ?
b) Apakah anggaran dalam pelayanan masyarakat sudah sesuai dengan

kebutuhan masyarakat ?

Vi



c)

d)

Bagaimana cara pengawasan dan monitoring dalam penyampaian
laporan pertanggungjawaban ?
Apakah laporan pertanggungjawaban tahunan selalu disediakan tepat

waktu?

c. Standar Kinerja

1.

Informasi keuangan

a)

b)

d)

Apakah besaran sumber dana yang didapatkan dapat mengukur tingkat
keberhasilan kinerja ?

Apakah anggaran digunakan secara efektif, efesien dan ekonomis
dalam membiayai program atau kegiatan ?

Apakah anggaran yang dianggarkan sudah sesuai dengan target
program yang telah ditetapkan?

Apakah kosongnya kas pemerintah pada akhir periode akuntansi

menunjukkan keberhasilan kinerja?

Informasi non keuangan

a)

b)

d)

Pelayanan-pelayanan apa saja yang diberikan oleh BKD kepada
masyarakat?

Apakah prosedur yang diterapkan memudahkan masyarakat dalam
menerima pelayanan yang diberikan?

Apa yang dilakukan jika masyarakat yang mengalami kendala dalam
prosedur pelayanan ?

Apakah pemberian tugas setiap unit terkait sudah sesuai dengan job

description masing-masing ?
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d. Prinsip syariah

1. Prinsip Pertanggungjawaban
a) Apakah laporan keuangan yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan
baik kepada Allah, masyarakat dan pemerintah?
b) Apakah pemerintah menjalankan amanah rakyat dalam pengelolaan
keuangan ?
c) Bagaimana pemerintah terus menjaga prinsip pertanggungjawaban dalam

melaksanakan tugasnya ?

a. Prinsip Kebenaran
a) Apakah pencatatan dilakukan sesuai dengan jumlah yang sebenarnya ?
b) Apakah penyusunan laporan keuangan dilakukan dengan jujur?
¢) Bagaimana BKD dalam menerapkan kebenaran terhadap akuntabilitas,

transparansi dan kinerja?

b. Prinsip Keadilan
a) Apakah laporan keuangan dipublikasi untuk semua orang?
b) Apakah informasi keuangan dapat diakses oleh semua orang dengan
mudah?
c) Bagaimana BKD dalam menerapkan keadilan terhadap akuntabilitas,

transparansi dan kinerja?
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HASIL WAWANCARA

a. Standar Akuntansi Pemerintahan:
1. Apakah penerapan Standar Akuntansi Pemerintah di BKD sudah berjalan

dengan baik ?

Bapak Muchdy menjelaskan Kami dalam penyusunan laporan keuangan
berpedoman pada standar akuntansi pemerintahan sesuai dengan Peraturan
menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan
keuangan daerah dan peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan, dan Alhamdulillah penerapan SAP sudah
berjalan dengan baik.

2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam penerapan SAP di pemerintahan ?

Bapak Muchdy menjelaskan, Kendala yang kami hadapi dalam penerapan
SAP, paling kalau ada rolling SDM. Karena biasanya ada orang sudah
menguasai satu bidang terus dirolling ke tempat yang baru dan ada orang baru
yang mengganti, tentunya harus belajar dan bersosialisasi lagi

3. Kebijakan apa yang dilakukan agar penerapan SAP sesuai dengan

semestinya ?

Bapak Muchdy menjelaskan, setiap ada perubahan aturan berarti ada
perubahan atau penambahan nomenklatur, jadi setiap terjadi perubahan kami
akan mengadakan sosialisasi kepada operator dan pengelola akuntansi disetiap
SKPD.

4. Apakah pelaksanaan SAP dan prosedurnya dapat dimengerti oleh pegawai

?

Bapak Muchdy menjelaskan, khusus untuk bidang akuntansi dan pelaporan
itu 95% SDMnya memiliki basic di bidang akuntansi, manajemen, atau
ekonomi. Dengan adanya basic itu lebih memudahkan mereka dalam
memahami penerapan akuntansi khususnya Standar Akuntansi Pemerintahan.
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5. Apakah sarana yang digunakan dalam melaksanakan SAP dan

pertanggungjawaban laporan keuangan sudah memadai?

Bapak Agussalim menjelaskan, Sarana dalam penerapan SAP
alhamdulillah sudah memadai, jadi dalam penerapan SAP itu kami memakai
sebuah aplikasi, jadi kami dalam melakukan rekonsiliasi itu melihat diaplikasi
itu. Untuk tahun 2021 sudah ada aplikasi baru tapi namun belum optimal jadi
Kita pake aplikasi sebelumnya sesuai dengan edaran menteri dalam negeri.

. Transparansi

1. Informatif

a) Apakah BKD menyediakan informasi keuangan lengkap untuk masyarakat

yang membutuhkan informasi tersebut?

Bapak Muchdy menjelaskan dalam hal transparansi pastinya diwajibkan
untuk seluruh pemerintah daerah maupun kota untuk mempublikasikan
laporan keuangan sebagai bentuk transparansi kami kepada masyarakat, kami
menyediakan laporan keuangan yang sesuai dengan aturan seperti Laporan
Realisasi Anggaran, Neraca dan lainnya.

b) Apakah BKD menggunakan website untuk melakukan transparasi kepada

masyarakat?

Bapak Hamka menjelaskan, Sebenarnya dalam publikasi laporan keuangan,
kami hanya publikasikan hard filenya saja kepada media cetak maupun media
elektronik kemudian mereka yang menarasikan berapa pendapatan kota
Parepare, berapa besar belanja yang dilakukan kota Parepare. Karena soft file
dalam pencatatan kami menggunakan sistem dan hanya bisa diakses oleh
orang yang memang punya akses terhadap sistem tersebut.

Bapak Muchdy menjelaskan, Ada kami publikasikan laporan keuangan
biasanya di ParePos biasanya akhir tahun setelah laporan pertanggungjawaban
itu sudah menjadi PERDA tetapi kalau masih mentah belum dipublikasikan.
Selain itu, kami juga mempublikasikan di website kominfo, ada khusus untuk
BKD disitu informasi-informasi keuangan.
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c) Apakah laporan bisa didapatkan setiap waktu?

Bapak Muchdy menjawab, Kami mempublikasikan di media elektronik
juga jadi saya rasa bisa diakses setiap waktu selama yang membutuhkan
informasi bisa mengakses internet.

d) Apa faktor-faktor yang menghambat proses transparansi dilakukan ?

Bapak Muchdy menjawab, untuk transparansi laporan keuangan itu kami
menunggu laporan keuangan itu di audit oleh BPK dan keluarnya Perda baru
setelahnya kami publikasikan sehingga mungkin ini yang menyebabkan
sedikit lambatnya dalam publikasi laporan keuangan.

2. Pengungkapan

a) Apakah alokasi-alokasi terhadap anggaran mudah didapatkan oleh publik ?

Bapak Muchdy menjawab masalah pengungkapan saya rasa kami sudah
menjalankan dengan baik, kami sudah ungkapkan seluruh kinerja finansial
dalam laporan pertanggungjawaban, seperti alokasi-alokasi anggaran, realisasi
dan sisa pagu berapa persentasenya.

b) Bagaimana BKD dalam melaksanakan pengelolaan keuangan?

Bapak Agussalim menjelaskan Pengelolaan keuangan yang kami lakukan
di Badan Keuangan Daerah kota Parepare dimulai dari perencanaan anggaran,
pengelolaan pendapatan, pengelolaan pertanggungjawaban, yang kemudiann
akan dicatat di bagian akuntansi untuk pencatatan keseluruhan biayanya.
Pengelolaan keuangan yang dilakukan dengan pengelolaan pendapatan, untuk
belanja pemerintah seperti penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D),
dan pembiayaan pemerintah. Dalam pelaporan seluruh transaksi yang
dilakukan pada pendapatan, pembelanjaan, dan pembiayaan akan dicatat oleh
bagian akuntansi mulai dari pencatatan jurnal hingga tersusunnya laporan
keuangan dan laporan pertanggungjawaban yang berdasarkan semua regulasi
pencatatan dengan menggunakan aplikasi. Kami juga mengakumulasi semua
SKPD, kami melakukan pencatatan setiap hari sesuai dengan bukti-bukti dan
faktual yang ada.

Pengelolaan perencanaan keuangan, lbu Indra Karyana menjelaskan
penganggaran disusun berdasarkan program yang dimuat dalam rencana kerja
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pembangunan daerah disesuaikan dengan visi dan misi kepala daerah.
Rencana-rencana kerja yang akan dimuat dalam Kebijakan Umum Anggaran
dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara, dalam KUA PPAS ini akan
diseleksi program-program yang dianggap penting dan mendesak, program
yang bukan menjadi prioritas akan dihapuskan. Setelahnya anggaran akan
dirincikan dalam Rencana Kerja dan Anggaran, selanjutnya rincian tersebut
akan dimuat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran. Anggaran yang telah
disetujui akan dimasukkan ke Raperda APBD yang akan dievaluasi oleh
gubernur sebelum disahkan menjadi APBD.

Pengelolaan keuangan pada tahap pelaporan Bapak Muchdy menjelaskan
laporan pertanggungjawaban akan kami berikan dan publikasikan setelah
diaudit olen Badan Pemeriksa Keuangan, jadi laporan keuangan yang telah
diaudit itu akan menjadi peraturan daerah pertanggungjawaban pelaksanaan
APBD. Dalam pengelolaan laporan keuangan kami menggunakan sistem
dalam hal pencatatan kami menggunakan basis akrual, dan khusus untuk
laporan realisasi anggaran kami masih menggunakan basis kas. Namun, untuk
laporan keuangan secara utuh kami tetap menggunakan basis akrual.

Pengelolaan keuangan pada pelayanan, Bapak Rahmat Muin menjelaskan
kami Badan Keuangan Daerah itu selaku koordinator pendapatan asli daerah,
kami mengelola pajak dan retribusi daerah sesuai dengan pelimpahan
kewenangan yang diberikan kepada kami. Untuk pajak kami mengelola
semuanya secara langsung sedangkan retribusi sebagian dikelola oleh SKPD
lain seperti retribusi kebersihan dikelola oleh dinas lingkungan hidup, retribusi
rumah dinas di kelola masing-masing SKPD seperti rumah dinas guru dikelola
oleh dinas pendidikan, sesuai dengan pencatatan aset diunit kerjanya masing-
masing.

¢) Bagaimana kondisi keuangan badan keuangan daerah ?

Bapak Agussalim menjawab Kondisi keuangan untuk saat ini masih sehat,
likuditasnya masih bagus dalam artian kami masih bisa membayar biaya
operasional termasuk utang-utang, kami juga masih surplus dan masih bisa
membiayai semua kegiatan dianggaran APBD yang telah ditetapkan.

Bapak Muchdy menjawab Alhamdulillah kondisi keuangan kita saat ini
masih normal dan bisa dikatakan sehat, bisa dilihat di laporan realisasi
anggaran juga.
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d) Bagaimana pencapaian keuangan yang didapatkan oleh BKD selama 3

tahun terakhir?

Bapak Agussalim menjelaskan Pencapaian keuangan secara faktual dilihat
dari laporan keuangan yang sudah diaudit oleh BPK bisa dilihat di laporan
realisasi anggaran, bisa juga dengan pencapaian Kkinerja dalam bentuk
pertanggungjawaban berarti dalam hal ini kita berbicara mengenai opini dari
BPK. Jadi opini yang dikeluarkan oleh BPK disesuaikan dengan penyajian
laporan yang berdasarkan dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).
Apakah penerapan SAPnya sudah sesuai atau belum, itulah yang menjadi
pertimbangan BPK dalam memberikan opini. Laporan keuangan ini sudah
diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan 2018 itu opininya WDP
karena ada ketekoran kas, itu yang menyebabkan Parepare mendapatkan opini
WDP.

Bapak Muchdy menjelaskan Pencapaian laporan keuangan kita dapat
dilihat dari opini BPK, jadi dalam mengaudit dan memeriksa laporan
keuangan BPK akan mengeluarkan opini seperti Disclaimer, WDP dan WTP.

Bapak Hamka menjelaskan mengenai laporan realisasi anggaran dan opini
BPK sebagai berikut; Sebenarnya BPK dalam mengaudit juga melihat
kesuaian dan kewajaran angka yang tertulis dilaporan keuangan dengan
kenyataan yang ada dilapangan, apakah benar jumlah yang ditulis sudah
sesuai atau tidak. Setiap pos-pos di laporan realisasi anggaran itu dikatakan
optimal kalau sudah mencapai 100%, jadi pada pendapatan semakin besar
realisasi daripada yang di anggarkan akan semakin bagus. Sebagai contoh
PAD yang berasal dari hasil jasa yang kami berikan misalkan pendapatan
pajak daerah tahun 2019 yg terealisasi sebesar 106% artinya pendapatan yang
diperoleh lebih banyak daripada yang dianggarkan tentunya ini sangat baik.
Sama seperti pendapatan, belanja-belanja pemerintah dikatakan optimal jika
mencapai 100% tapi tidak boleh melewati 100% karena nantinya akan
menjadi utang. Tidak boleh juga terlalu rendah persentasenya karena artinya
ada proyek-proyek yang dianggarkan tetapi tidak berjalan.

3. Keterbukaan
a) Apakah masyarakat ikut berperan aktif dalam penyusunan anggaran dalam

pelayanan masyarakat ?
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Ibu Indra Karyana menjawab, Cara masyarakat ikut berperan aktif dalam
proses penyusunan anggaran itu ada yang namanya musyawara perencanaan
pembangunan (musrenbang) melalui kelurahan. Jadi masyarakat diundang
untuk menyampaikan aspirasinya apa yang mereka butuhkan, kemudia hasil
musrenbang itu akan diverifikasi lagi mana yang sesuai dengan visi dan misi
kepala daerah akan dimuat dalam RKPD yang selanjutnya akan dianggarkan.
Selain itu juga biasa diadakan reses melalui anggota DPRD.

b) Apakah anggaran dalam pelayanan masyarakat sudah sesuai dengan

kebutuhan masyarakat ?

Ibu Indra Karyana menjawab kalau berbicara mengenai kesesuaian dengan
kebutuhan masyarakat itu, kita analaogikan saja dengan janji politik. Janji
politik itukan semuanya keinginan masyarakat jadi selama janji politik itu
diterapkan dan realisasikan oleh pemerintah daerah artinya sudah disesuali
dengan kebutuhannya masyarakat. Sebagai contoh pelayanan kesehatan bisa
dilihat semua masyarakat kecil sudah hampir merasakan pelayanan kesehatan,
ada call center juga itu semuakan termuat dalam penganggaran.

c) Bagaimana cara pengawasan dan monitoring dalam penyampaian laporan

pertanggungjawaban ?

Bapak Agussalim menjawab Pengawasan dan monitoringnya dilaksanakan
rekonsiliasi setiap bulan dari 33 SKPD, rekonsiliasi itu mencocokkan semua
angka-angka baik dalam pendapatannya maupun belanja setiap bulan. Kalau
ada selisih akan dikoreksi dan diperbaiki.

. Standar Kinerja
1. Informasi keuangan
a) Apakah besaran sumber dana yang didapatkan dapat mengukur tingkat

keberhasilan kinerja ?

Ibu Andi Darawati menjawab untuk menilai keberhasilan kinerja kita lihat
fisik dan keuangan dari sebuah program. Disini harus lebih besar fisik
daripada keuangan karena ini memandakan lebih banyak kerja dibandingkan
keluarnya uang, kalau kondisinya seperti ini bisa dikatakan sudah berhasil
dalam kinerjanya. Kalau keuangan lebih besar dibandingkan fisik berarti lebih

XXII



banyak uang yang keluarkan daripada kerja yang dilakukan, tentunya ini
menjadi kegagalan dalam kinerja. Sebagai contoh tahun 2020 total persentase
fisik program yang kami capai itu 98,71% sedangkan persentase keuangannya
89.08% ini berarti dalam pada tahun 2020 kami sudah bagus dalam hal
Kinerja.

b) Apakah anggaran digunakan secara efektif, efesien dan ekonomis dalam

membiayai program atau kegiatan ?

Ibu Indra Karyana menjawab dalam mengukur keberhasilan kinerja efektif,
efesien dan ekonomis dalam pengelolaannya bisa dilihat pada program dan
kegiatan yang sudah disusun, didalamnya ada indikator-indikator yang harus
dilakukan. Hal ini dibuat dalam rencana kerja yang digunakan untuk melihat
tingkat keberhasilan kinerja.

¢) Apakah anggaran yang dianggarkan sudah sesuai dengan target program

yang telah ditetapkan?

Ibu Indra Karyana menjawab, Ini bisa dilihat jika yang termuat dalam
dokumen pelaksanaan anggaran sudah sesuai dengan target renja maka sudah
dikatakan berhasil.

d) Apakah kosongnya kas pemerintah pada akhir periode akuntansi

menunjukkan keberhasilan kinerja?

Bapak Agussalim menjawab kalau kekosongan kas sebenarnya bagus juga
berarti antara anggaran dan realiasinya itu optimal. Namun kalau kas
mengalami kekosongan berarti ada yang tidak normal karena ini akan menjadi
fatal. Oleh karena itu setiap tahun pasti ada SILPA (Sisa Lebih Perhitungan
Anggaran). Tidak mungkin dalam penganggaran habis untuk dibelanjakan
mungkin ada kegiatan yang tidak selesai sehingga dananya di saving untuk
dibelanjakan tahun berikutnya pada kegiatan yang sama. Contohnya pengguna
SILPA ini utang saat ada kontrak jadi tapi belum dibayarkan maka akan
dibayarkan menggunakan SILPA untung tahun depan.

2. Informasi non keuangan
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a) Pelayanan-pelayanan apa saja yang diberikan oleh BKD kepada

masyarakat?

Bapak Rahmat Muin menjawab pelayanan yang kami siapkan di Badan
Keuangan Daerah sebagai contoh pajak bumi dan bangunan pastinya
pelayanan pembayaran, kalau sifatnya administratif biasanya ada pelayanan
mutasi bisa berupa balik nama, pemecahan, mutasi balik nama subjek pajak
satu menjadi orang lain. Ada juga yang namanya pelayanan pembetulan
terhadap data yang tidak sesuai di SPPT, pendaftaran objek pajak baru,
penyediaan salinan SPPT, ada layanan keberatan oleh wajib pajak terhadap
kekeliruan atau kesalahan hitung, ada pengurangan pajak dan semua
perpajakan.

b) Apakah prosedur yang diterapkan memudahkan masyarakat dalam

menerima pelayanan yang diberikan?

Bapak Rahmat Muin menjawab kami dalam membangun kerangka-
kerangka SOP itu pastinya pertimbangannya pro rakyat dan memberikan
kemudahan esensinya kami memberikan pelayanan seefektif mungkin dalam
arti jangan karena satu prosedur memberatkan masyarakat. Namun, tidak
mengabaikan juga unsur tertib administrasi artinya persyaratan admistrasi itu
mutlak karena ini menjadi pedoman bahwa kita menggunakan standar yang
sama bagi semua masyarakat, kalau tidak ada persyaratan administrasi bisa
saja ada pihak yang bersifat subjektif dalam memberikan pelayanan seperti
karena kenal jadi dimudahkan dalam kepengurusannya.

¢) Apa yang dilakukan jika masyarakat yang mengalami kendala dalam

prosedur pelayanan ?

Bapak Rahmat Muin menjawab jika ada kendala yang dihadapi masyarakat
kami akan arahkan apa yang harus mereka lakukan. Dalam formulir pelayanan
yang kamu sediakan juga sudah ada daftar dokumen-dokumen yang harus
disediakan oleh masyarakat jadi saya rasa hal tersebut bisa diatasi.

d) Apakah pemberian tugas setiap unit terkait sudah sesuai dengan job

description masing-masing ?
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Bapak Rahmat Muin menjawab jadi kami disini pastinya untuk pejabat non
eselon memang ada dasar-dasar penempatannya berdasarkan keputusan
walikota tapi pastinya dalam SK kami sebagai PNS ada namanya tugas
lainnya yang berikan pimpinan jadi bisa saja diberikan tugas di tempat lain.
Namun, kami juga punya kebijakan-kebijakan dengan kita melakukan rotasi.
Rotasi itu penguatannya ada semacam penetapan kepala badan dalam bentuk
surat tugas. Hal ini kami lakukan untuk menghindari komunikasi-komunikasi
yang mencurigakan misalnya satu pengelola pajak berada di posisi yang sama
terlalu lama sehingga terlalu akrab dengan beberapa orang masyarakat
sehingga terjadi sikap subjektif dalam pemberian pelayanan. Inilah sebagai
bentuk pertanggungjawaban kami dalam memberikan pelayanan.

. Prinsip syariah
1. Prinsip Pertanggungjawaban
a) Apakah laporan keuangan yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan

baik kepada Allah, masyarakat dan pemerintah?

Bapak Muchdy menjawab semua dibawah sumpah, jadi saya fikir kami
sudah mempertanggungjawabkan hal itu. Dalam melaksanakan akuntabilitas
juga kita didasarkan pada habluminallah wa hablumninannas. Kami menjaga
pertanggungjawaban itu dengan taat asas, taat aturan, taat administrasi.
Karena dengan taat dengan hal itu kita bisa pertanggungjawabkan apa yang
kita kerjakan ke masyarakat dan pemerintah dalam bentuk laporan
pertanggungjawaban. Dan akan Kita pertanggungjawabkan juga di akhirat
nanti.

b) Apakah pemerintah menjalankan amanah rakyat dalam pengelolaan

keuangan ?

Bapak Muchdy menjawab saya pikir iya karena rakyat itu diwakili oleh
DPR, APBD disahkan oleh DPR, pertanggungjawaban diterima oleh DPR
jadi saya pikir hal tersebut merupakan amanah rakyat. Pertanggungjawaban
ini di evaluasi dan dirapatkan juga di DPR, apakah sesuai dengan keinganan
masyarakat dalam penyusunan anggaran, peruntukannya sudah sesuai atau
tidak, apakah benar-benar dilaksanakan. Disitulah DPR bisa menolak atau
menerima. Jika DPR menolak berarti dalam realisasinya ada yang tidak
disetujui misalnya ada penyimpangan didalamnya. Tapi Alhamdulliah
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kerjasama antara pemerintah dan DPR sudah bagus artinya kita bisa
mengakomodir hampir semua kebutuhan masyarakat kota parepare
berdasarkan musrenbag.

c) Bagaimana pemerintah terus menjaga prinsip pertanggungjawaban dalam

melaksanakan tugasnya ?
Bapak Muchdy menjawab kami tetap taat asas, taat aturan, taat
administrasi dan peraturan yang berlaku.

2. Prinsip Kebenaran

a) Apakah pencatatan dilakukan sesuai dengan jumlah yang sebenarnya ?

Bapak Muchdy menjawab Mutlak mengatakan kalau pencatatan akuntansi
harus sesuai dengan jumlah yang sebenarnya. Akuntansi itu tidak boleh
diakal-akali karena nantinya laporan yang kita hasilkan juga akan diperiksa
oleh BPK dengan melihat kewajaran yang ada di dalamnya. Jadi kami jujur,
transparan juga, sesuai dengan aturan yang berlaku.

b) Bagaimana BKD dalam menerapkan kebenaran terhadap akuntabilitas,

transparansi dan kinerja?

Bapak Muchdy menjawab kami melakukan pengujian secara periodik
dalam artian realisasi dengan posisi kasnya, dengan kas yang ada dibendahara
dan kas yang ada di bank sesuai tidak, apakah yang dibelanjakan juga sama
atau tidak dengan pertanggungjawabannya, sesuai dengan anggaran atau tidak,
terus melakukan rekonsiliasi setiap bulan untuk melihat kebenaran dalam
jumlah yang tertera pada setiap transaksi yang dilakukan.

3. Prinsip Keadilan

a) Apakah laporan keuangan dipublikasi untuk semua orang?

Bapak Muchdy menjawab laporan keuangan kami publikasikan untuk
semua orang sebagai bentuk keadilan yang kami lakukan. Kami publikasi juga
dimedia online jadi saya rasa semua orang bisa dengan mudah untuk
mendapatkan informasi keuangan, jadi semua berhak untuk mengetahui
berapa pendapatan dan belanja parepare. Selain itu, dalam pencatatan juga kita
melakukan dengan jujur sesuai dengan fakta dan bukti transaksi yang ada.
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b) Bagaimana BKD dalam menerapkan keadilan terhadap akuntabilitas,

transparansi dan kinerja?

Bapak Muchdy menjawab kita sesuaikan saja semua dengan aturan yang
berlaku seperti apakah APBDnya sesuai dengan aturan yang berlaku dan tidak
boleh keluar dari yang sudah disahkan di DPR, karena hal itu juga sudah
disesuaikan dengan asumsi keadilan untuk semua masyarakat.
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KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

@ INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Amal Bakti No. B Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: waww lainpare ac id, email: maid@iainpare ac.id

Nomor B.1829/In.39.8/PP.00.9/6/2021
Lampiran :-
Hal - Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. WALIKOTA PAREPARE
Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Di

KOTA PAREPARE

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negen Parepare !

Nama i NURFADILAH SINDIKA SARI
Tempat/ Tgl. Lahir : PAREPARE, 14 MEI| 1899
NIM : 17.2800.052

Fakultas/ Program Studi : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM/AKUNTANSI LEMBAGA
KEUANGAN SYARIAH

Semester VIl (DELAPAN)

Alamat :JL. SAMPARAJA, KELURAHAN UJUNG BULU,
KECAMATAN UJUNG, KOTA PAREPARE

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KOTA PAREPARE dalam rangka
penyusunan skripsi yang berjudut :

AKUNTABILITAS  STANDAR  AKUNTANS|I PEMERINTAHAN  PAREPARE
BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Juni sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan
terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb,

08 Juni 2021
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PEMERINTAH KOTA PAREPARE

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
ke Reteran Nomw 28 Tilp (04211 25594 Faxmrle (0424) 27719 Kode Pos 91112, Bwa) | dpepesp @ pareparaskons. go.td

Nomor : 377 /1P /DPM-PTSP/6/2021

Dasar © 1, MMWMT&mzmlmSmeme dan Penerapen
Teknologi

e Pengétabuen dan
2. Persturan Menter Dalsm Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tshun 2011 tertang Pedoman Penerbitan
Rekomendasi Peneltian.

!-WW‘mmNo.Tl’dmnMDTMWm Wewenang Pelayanan
Puwdnhmkmdl Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Sﬂtmpcduﬂunhdm maka Kepala Dinas Pensnaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ¢

MENGIZINKAN

KEPADA

NAMA : NURFADILAH SINDIKA SARI

UNIVERSITAS/ LEMBAGA  : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE

Junsan : AKUNTANSI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH / EKONOMI DAN BISNIS
ALAMAT : JL. SAMPARAJA

UNTUK ; melaksanakan Penelitiary a dalam Kota Parepare dengan b an sebegai

benkut :
JUDUL PENELITIAN : AKUNTABILITAS STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
PAREPARE BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH

LOKAST PENELITIAN : BADAN KEUANGAN DAERM KOTA PAREPARE

LAMA PENELITIAN  © 14 Juni 2021 s.d 14 Juli 2021

8. Rekomendasi Peneltian berlaki: selama penefition berlangsung
b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesual ketertuan perundang - undangan

Dikefuarkan di: Parepare
Pads Tangoal : 15 Juni 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
- KOTA PAREPARE

SRR S! 1y, ANDI RUSTA, SH.MH
Pangkat : Pembina Utama Muda, (IV/c)
NIP 119620915 198101 2 001

Biaya : Rp. 0.00
o UITE 8o 11 Taduan 2000 Pasal 5 Apat 1
Feformams theknrmask dandtac Dokrmen Ehebktrocd deny'stads handt rrtakeys me upaionn alat okt hulsam yang svh | Mt
»  Dokurteen 16 vebah ot s ched b Sertifiiat Echtrond v Sterbikan BSE | Eeateenis

o Ooiurteen o dapet ShoAtia heasavn dergen tendafte o datalvne DPMPTSP Kote Parepars (oo QRCode)
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PEMERINTAH KOTA PAREPARE

BADAN KEUANGAN DAERAH
J1, Jend. Sudirman No. 78 (0421) 21157 Fax (0421) 21090 KodePos 91122
Webstte ‘i, pareparekota go .
Email : badankeuangandaerahiapareparekota.go.id
PAREPARE
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BIODATA PENULIS

Nurfadilah Sindika Sari lahir pada tanggal 14 Mei 1999, di
Parepare. Peneliti merupakan anak pertama dari 2 bersaudara,
Adik Nurfahirah Syariel. Anak dari Syahriel dan Mutmainnah

yang berdomisili di Parepare tepatnya di Kelurahan Lompoe,

Kec. Bacukiki, Kota Parepare. Peneliti memulai pendidikan di
SDN 08 Parepare dan lulus pada tahun 2011, kemudian melanjutkan pendidikan di
SMPN 10 Parepare dan selesai pada tahun 2014, di tahun yang sama peneliti
melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Atas di SMAN 2 Parepare dan lulus
pada tahun 2017. Pada tahun yang sama Peneliti melanjutkan pendidikan di salah satu
Perguruan Tinggi yang ada di Parepare yaitu pada Institut Agama Islam Negeri
(IAIN) Parepare dan mengambil Program Studi Akuntansi Lembaga Keuangan
Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

Peneliti pernah melaksanakan Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) di
Sekretariat Daerah Kota (SETDAKO) Parepare dan melaksanakan Kuliah
Pengabdian Masyarakat (KPM) di Kec. Bacukiki, Kota Parepare, Sulawesi Selatan.
Peneliti melakukan penelitian di Badan Keuangan Daerah Kota Parepare dengan
judul “Akuntabilitas Standar Akuntansi Pemerintahan Parepare Berdasarkan Prinsip

Syariah.”
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